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ABSTRAK 

  
Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007  tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) disebutkan 
apabila pada saat pembubaran tidak ditunjuk likuidator maka Direksi bertindak 
sebagai likuidator, Direksi yang merupakan bagian dari Perseroan berpotensi 
menimbulkan benturan kepentingan sehingga tidak memberikan perlindungan 
serta kepastian hukum terhadap para kreditornya. Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 29/PUU-XVI/2019 disebutkan Direksi dapat bertindak sebagai 
likuidator berdasarkan prinisip efektiv dan efisiensi, sebagaimana hal tersebut 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia tentang asas kepastian dan perlindungan hukum.  

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang 
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual untuk dapat memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada.  Direksi 
yang sebagaimana menjadi bagian dari debitor dalam pembubaran Perseroan, 
tidak layak untuk menjadi seorang likuidator.  

Direksi yang ditunjuk sebagai likuidator bisa jadi tidak akan objektif dan 
berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam melakukan likuidasi atau 
pemberesan terhadap asset-asset yang dimiliki Perseroan guna melaksanakan 
kewajiban kepada para kreditornya. Sanksi yang dapat diberikan kepada Direksi 
yang menjadi likuidator akibat terjadinya benturan kepentingan adalah sanksi 
administratif, sanksi keperdataan, serta sanksi pidana. 

 
 
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Likuidasi, Likuidator, Benturan 
Kepentingan.  
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ABSTRACT 
 
 Based on the provisions of article 142 paragraph (3) of law number 40 
Year 2007 regardimg Limited Liability Company (hereinafter reffered to as the 
Company Law) mentioned if at the time of dissolution was not appointed 
liquidator then the directors act as liquidator, directors who are part of the 
company have the potential to cause a conflict of interest so as to not provide 
legal protection and legal certainty towards the creditors. In the decision of the 
constitutional court number 29/PUU-XVI/2019 it is stated that the board of 
directors may act as a discontinuation based on the principle of effectiveness and 
efficiency, as this is contrary to the provisions of article 28d paragraph (1) of the 
principles of the constitution of the republic of indonesia 1945 concerning legal 
certainty and protection.  
 This type of research is a normative juridical research that uses a 
statutory approach and a conceptual approach to review can provide a solution to 
the existing legal issues.  
 Directors who are part of debtors in a company liquidation are not 
eligible to become liquidator. The board of directors appointed as termination 
can not be objective and has the potential for a conflict of interest in liquidating 
or ordering the assets of the company to carry out the obligations shown to its 
creditors. sanctions that can be given are shown to the directors who are 
terminated due to a conflict of interest. These are administrative sanctions, civil 
sanctions, and criminal sanctions. 
 
 
keywords: limited liability company, directors, liquidation, liquidator, conflict of 
interest. 
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